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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis tentang hasil penelitian 

yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam 

Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat 

Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Yaitu pihak 

Kepolisian yang seharusnya menjadi pelaksana utama dalam 

menyampaikan, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat 

mengenai kewajiban izin sebelum menggunakan jalan umum untuk 

kegiatan hajatan, belum melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan 

Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain 

Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan 

Kinal, Kabupaten Kaur, selain itu, selama ini masyarakat hanya 

meminta izin secara lisan kepada Kepala Desa tanpa mengurus izin 

resmi ke pihak kepolisian maupun rekomendasi teknis kondisi ini 

menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan antara kepolisian, 

pemerintah Desa, dan masyarakat belum berjalan dengan baik. 

2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan 

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian 

Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, 

Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Siyasah Tanfidziyah menekankan 

bahwa setiap aturan yang telah disusun oleh penguasa atau pemimpin 

wajib dilaksanakan dengan baik untuk menjaga ketertiban, keamanan, 

dan kemaslahatan masyarakat (maṣlaḥat al-mujtama), namun dalam 
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3. kenyataannya, aturan mengenai penggunaan jalan umum selain untuk 

kegiatan lalu lintas tidak dijalankan secara tegas dan konsisten, Dengan 

demikian, dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah, implementasi 

Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas 

Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk 

Kegiatan Lalu Lintas pada pendirian tenda hajatan di Desa Pinang 

Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, belum memenuhi prinsip 

pelaksanaan hukum yang seharusnya, karena aturan tidak dijalankan 

secara efektif, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak memperoleh 

edukasi yang memadai mengenai aturan tersebut, hal ini menunjukkan 

bahwa tujuan kemaslahatan masyarakat belum tercapai sebagaimana 

tuntunan Siyasah Tanfidziyah. 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran 

yang dapat disampaikan dari proses yang diperoleh dalam penelitian 

tersebut yaitu:  

1. Kepada Aparat Desa, Kepolisian dan Dinas Perhubungan diharapkan 

meningkatkan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat Desa tentang 

pentingnya izin tenda hajatan dan prosedur yang benar, serta 

melakukan pengawasan bersama untuk mencegah penyalahgunaan 

jalan umum. 

2. Kepada Masyarakat: saat menyelenggarakan hajatan diharapkan 

meningkatkan kesadaran hukum, agar mengurus permohonan izin 

secara resmi agar kegiatan hajatan tidak mengganggu ketertiban dan 

keselamatan lalu lintas. 

3. Kepada Peliti Selanjutnya: Agar lebih mengkaji dengan Metode 

berbeda, (Misalnya pendekatan Kuantitatif atau Komparatif di Desa 

lain). 
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